BAB IX

HAK-HAK YANG TELAH DIPEROLEH
Istilah Indonesia lainnya adalah “pelanjutan keadaan hukum”.

Dalam HPI hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan tetapi juga hak-hak kekeluargaan dan status personil.

Walaupun istilah ini dianggap jelek, karena orang baru dapat berbicara tentang “hak” bila sesuatu “diperoleh”. Dan kalai hak itu belum diperoleh, maka belum ada hak. 

1. Pengertian tentang istilah ”hak-hak yang telah diperoleh”

Dalam bidang HPI istilah ”hak-hak yang diperoleh” ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Contoh-contoh: misalnya seorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X kemudian menjadi warganegara Y yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan hingga orang bersangkutan menurut hukum dari Y belum cukup umur. Apakah karena perubahan kewarganegaraan ini ia dari dewasa menjadi tidak dewasa lagi. Jika diterima ketentuan: ”sekali dewasa, tetap dewasa”, maka menurut HPI dari negara baru bersangkutan ia ini tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang ”hak-hak yang telah diperoleh”.

Misalnya suatu benda bergerak terletak di wilayah X dan kemudian dibawa ke negara Y. Bagaimana dengan hak milik dari Y yang telah diperolehnya tatkala ia dan benda bersangkutan berada dalam wilayah X.
Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing, diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi ”public policy” Inggris.

Persoalan hak-hak yang diperoleh dianggap penting oleh berbagai penulis dan ada yang melihatnya sebagai salah satu fundament terutama dari seluruh sistem HPI. Sebaliknya ada juga penulis yang hanya menganggapnya sebagai ornamen belaka. Van Brakel menganggap bahwa hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri sedapat mungkin harus diakui dan dihormati, merupakan salah satu asas pikiran fundamentil di atas mana sistem HPI sibangun. Tanpa adanya pengakuan daripada asas ini, lalu lintas internasional akan menjadi tidak mungkin.

HPI negara-negara sosialis kurang memperhatikan hak-hak yang diperoleh.

Tujuan dari pelanjutan keadaan hukum dalam hukum perdata internasional adalah lain, bahkan sebaliknya dari tujuan pemakaian ketertiban umum. Pelanjutan keadaan hukum dalam hukum perdata internasional merupakan alasan untuk melaksanakan hukum perdata asing.

2. hubungan dengan ketertiban umum

Masalah ”hak-hak yang telah diperoleh” berhubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Dikatakan hak-hak yang telah diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari ketertiban umum. Dalam ketertiban umum HPI sang hakim sendiri kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus dipergunakan.

Ajaran ”hak-hak yang telah diperoleh” justru menghendaki kebalikannya. Bukan hukum asing yang dikesampingkan tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan.
Prinsip ”hak-hak yang telah diperoleh” dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Contohnya:

Seorang pria Arab beragama Islam dan berada di suatu negara Arab mempunyai dua istri yang telah dikawininya secara sah. kemudian dengan disertai oleh kedua istrinya, ia pergi ke Prancis. Disana ia mendapat anak dari kedua istri tersebut. Bagaimana status anak-anak itu dan status istri-istrinya. Kaidah HPI yang lazimnya berlaku dalam negara-negara ini adalah prinsip nasionalitas. Karenanya hukum perdata Arablah yang berlaku. Menurut hukum perdata ini poligami sampai dengan 4 istri diperbolehkan. Tetapi di Prancis berlaku asas monogami yang dianggap termasuk bidang ketertiban umum internasional. Konsekwensi pemakaian prinsip ketertiban umum ialah bahwa kaidah-kaidah Prancis tentang monogami yang harus diperlakukan. Jika demikian perkawinan yang kedua akan dianggap tidak sah dengan segala akibat daripadanya. Juga anak-anak dari perkawinan kedua ini dianggap tidak sah. pendirian yang demikian ini yang menganggap perkawinan kedua sebagai tidak sah adalah keterlaluan. Hal ini ialah karena perkawinan tersebut berlangsungnya di negeri Arab pada suatu waktu, yang perkawinan itu adalah sama sekali sah. Maka sekarang ini, sebagai kekecualian dari kekecualian oleh pelaksanan hukum di Prancis, perkawinan yang kedua itupun akan dianggap sah juga dengan akibat bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang kedua itu sah dan dapat dimasukkan dalam daftar Kantor Catatan Sipil. Ini adalah pengakuan dari prinsip ”hak-hak yang telah diperoleh”.

Dalam hal ini asas reprositas (timbal balik) perlu diperhatikan. Seperti dalam ketertiban umum tidak terlalu cepat dipakau asas ini demi resiprositas dengan negara-negara lain. Jika suatu negara kurng memperhatikan hal pelanjutan keadaan hukum terhadap negara lain, maka negara lain juga idak dapat diharapkan akan memperhatikan hal kelanjutan keadaan hukum daripada negara pertama ini.
Pengakuan prinsip hak-hak yang telah diperoleh ini hanya dapat dihentikan jika hak-hak yang telah diperoleh diluar negeri akan mengakibatkan tersinggungnya perasaan keadilan dari rakyat sang hakim sedemikian rupa, sehingga kelanjutan keadaan hukum itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bahwa pemakaian alasan ketertiban umum, diperbaiki dan diperlunak oleh alasan hak-hak yang telah diperoleh.

3. Hubungan dengan lain-lain bagian HPI

Teori tentang ”hak-hak yang telah diperoleh” selain berhubungan dengan masalah ketertiban umum, mempunyai hubungan erat pula dengan bagian-bagian lain daripada bagian umum HPI, misalnya dengan penyelundupan hukum, dengan persoalan kekuatan keputusan asing, dengan pengakuan badan-badan hukum asing dan sebagainya. Hubungan terdapat pula antara HPI dan HAW yang mengenal asas bahwa kaidah-kaidah baru pada umumnya tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku surut.

4. Perkembangan di negara-negara Anglo-Saxon

Dinegara-negara Anglo Saxon, diperkembangkan ajaran tentang ”hak-hak yang telah diperoleh” ini. Hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri diakui. Hak yang telah diperoleh secara lazim di luar negeri harus diakui. Disamping itu juga ada badan peradilan Inggris tidak akan memberikan akibat pelaksanaan kepada suatu hak sekalipun setelah diperolehnya dengan ”duly” sebagai penduduk asing, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan hak bersangkutan adalah bertentangan dengan Undang-undang yang dikeluarkan oleh Parlemen, Undang-undang mana dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan extraterritorial.

b. Jika pelaksaan hak itu adalah bertentangan dengan jiwa perundang-undangan Inggris, melanggar moral dari perundang-undangan Inggris atau melawan lembaga-lembaga politik Inggris.

c. Jika hak-hak ini melampaui wewenang dan kekuasaan negara asing yang sebenarnya terbatas kepada wilayahnya sendiri, misalnya hak yang bersangkutan dengan benda tidak bergerak terletak di Inggris.
d. Jika hak ini mengenai ketentuan hukum acara.

e. Jika hak ini merupakan hasil daripada perbuatan-perbuatan yang tidak sah menurut hukum dari negara di mana perbuatan itu dilakukan, tetapi tidak dianggap demikian menurut ketentuan Inggris, atau sebaliknya. Kemudian dinyatakan lagi bahwa negara asing yang berdaulat dalam memberikan hak-hak bersangkutan, tidak boleh bertindak ultra vires, artinya bertindak melampaui batas-batas wewenangnya yang ditentukan pula oleh batas-batas daripada wilayahnya. Negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur atau memberikan keadilan berkenaan dengan benda-benda atau orang-orang yang berada diluar wilayahnya (prinsip territorialitas).

Di AS pun diakui teori ”hak-hak yang telah diperoleh” ini terutama Beale yang seringkali disebut sebagai pembela utama dari ”doctrine of vested rights”.

Konsepsi lama dan konsepsi baru perbedaannya ialah bahwa menurut konsepsi baru ini, pada tingkat terakhir ”lex fori”lah (hukum sang hakim), yang menentukan apakah suatu hak telah diperoleh menurut sistem hukum asing bersangkutan. Konsepsi modern inilah yang harus diterima dan menurut konsepsi modern berkenaan dengan public policy dikuatkan oleh segi-segi teoritis maupun praktis dari prinsip territorialitas, yang tidak terpengaruh oleh pecahnya perang dunia sampai dua kali, masih terdapat suatu persamaan yang cukup meyakinkan mengenai konsepsi-konsepsi hukum fundamentil di dunia ini. Bahkan penerimaan dari konsepsi hukum yang fundamentil dan dapat diterima oleh negara-negara beradab di dunia ini, mengemukaka bahwa terdapat ”human rights” yang harus diakui dan diberikan perlindungan di mana saja di dunia. Dengan proklamasi ”Universal Declaration of Human Rights” dan diterimanya Convention of Human Rights dari PBB, telah dicoba untuk memberikan proteksi pada tingkat tertentu untuk hak-hak sedemikian yang terdapat dalam suasana internasional. Human Rights ini telah disandarkan atas konsepsi tentang ”Keadilan” yang sama seperti telah berjangkit di negara-negara Anglo-Saxon dengan penerimaan konsepsi ”hak-hak yang telah diperoleh”.
5. Perkembangan di Nederland

Van Brakel menyatakan bahwa harus diadakan pengakuan dari hak-hak yang telah tercipta di luar negeri ini. Tanpa pengakuan itu tidak akan mungkin dibina hubungan lalu lintas internasional. HPI tidak akan dapat berkembang.

Tetapi katanya doktrin tentang ”hak-hak yang telah diperoleh” lebih banyak harus dilihat sebagai asas hukum yang telah memberikan inspirasi kepada pembuat Undang-undang daripada suatu kaidah hukum yang berdiri sendiri. Pengakuan daripada status personil orang asing, pemakaian daripada lex rei sitae, untuk barang-barang, pengakuan daripada sahnya suatu perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat formil di luar negeri, (locus regit actum), semua ini boleh dianggap disandarkan pada ”asas”, ”hak-hak yang telah diperoleh”. Asas ini dapat dianggap telah ”tersirat” dalam kaidah-kaidah hukum bersangkutan tadi.

6. Perkembangan di Indonesia mengenai hak-hak yang diperoleh

Dalam ketentuan pasal 16 AB jo. Pasal 3 AB yang menganut prinsip nasionalitas, menurut Wirjono Prodjodikoro dapat dilihat adanya unsur-unsur “pelanjutan keadaan”. Seolah-olah prinsip “pelanjutan keadaan hukum” atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Satu dan lain karena dalam pasal 16 AB ini dipergunakan kata “blijven verbindend” dari peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warganegara Indonesia yang berada di luar negeri.

Juga pasal 17 AB, yang menganut asas ”lex rei sitae” pada pokoknya berdasarkan pula atas prinsip ”kelanjutan keadaan hukum”

Untuk HATAH intern Indonesia terutama HAA (Hukum Antar Agama), kita dapat mengemukakan pula ketentuan tertulis yang mengandung prinsip penghormatan hak-hak yang telah diperoleh. Pasal ini adalah pasal 74 HOCI (S.1933 no.74) yang menentukan asas bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut HOCI atau di mana HOCI telah menjadi berlaku. HOCI ini akan tetap berlaku, juga bilamana para mempelai atau salah satu dari mereka telah pindah ke lain agama daripada Nasrani. Pasal ini bertujuan untuk menetapkan ”sekali di bawah HOCI tetap di bawah HOCI!”.Jadi disini kita saksikan penghargaan daripada prinsip ”hak-hak yang telah diperoleh”, juga jika kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam titik taut penentu.
7. Pendirian kami

Kesimpulan bahwa tentang hak-hak yang diperoleh ini tidak dapat dianggap sebagai fundamen secara dogmatis dari seluruh bangunan HPI. Cukup kiranya jika kita melihatnya hanya untuk dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum. Fungsi ”hak-hak yang telah diperoleh” dapat dianggap sebagai kebalikan daripada peranan ”orde public”, dimana klausula orde public secara kekecualian akan tidak mempergunakan hukum asing yang seyogyanya harus diperlakukan. Sebaliknya secara kekecualian prinsip hak-hak yang telah diperoleh akan dapat mempergunakan hukum asing yang seyogyanya (menurut kaidah HPI lex fori) tidak dapat diperlakukan.

Dengan lain perkataan ”prinsip hak-hak yang diperoleh” ini semata-mata akan dipandang sebagai pengluasan daripada klausula orde public. Jika perasaan keadilan sang hakim akan sangat terganggu dengan tidak dipergunakannya suatu sistem hukum yang menurut kaidah HPI memang tidak akan diperlakukan, dia toh akan mempergunakannya sebagai kekecualian, sambil mengedepankan ”hak-hak yang telah diperoleh”. Pengluasan atau pelembutan daripada prinsip ketertiban umum dicapai dan menggunakan teori hak-hak yang diperoleh.
Jadi kita menerima prinsip ”hak-hak yang telah diperoleh” ini secara terbatas. Tidak sebagai dasar dari seluruh bangunan HPI, tetapi selalu sebagai bantuan bagi sang hakim dalam melaksanakan tugasnya memilih hukum yang harus dipergunakan, sebagai pengecualian atas apa yang menurut ketentuan-ketentuan HPI lex fori seyogyanya harus tidak diperlakukan.
Contoh lain mengenai ”hak-hak yang telah diperoleh”:
(a) Badan-badan hukum yang tak dikenal

Dalam negara X terdapat badan-badan hukum yang khusus. Negara X ini kemudian dicaplok (annexatie) oleh negara Y, yang dalam sistem hukumnya tidak mengenal badan-badan hukum dari type itu. Apakah badan-badan hukum bersangkuta akan tetap diakui?

(b) Wasiat baru yang merugikan

Seorang perempuan asal Inggris menikah dengan pria Jerman. Karena perkawinan pihak perempuan menjadi WN Jerman pula. Suami-istri Jerman ini telah membuat suatu testamen timbal-balik di Jerman. Hal ini diperbolehkan di Jerman. Mereka secara timbal-balik menunjuk sebagai ahliwaris. Juga ditentukan bahwa seorang putra akan menjadi ahliwaris dari masing-masing ini. Setelah meninggalnya pihak suami sang istri menjadi WN Inggris kembali. Di negara Inggris istri ini membuat testamen baru dengan mana ia batalkan yang pertama dan menunjuk seorang ahliwaris lain. Setelah istri ini meninggal terjadilah perselisihan di muka hakim untuk menentukan ahliwaris. Siapakah yang berhak?
Untuk menentukan apakah testamen timbal-balik pertama dibuat itu boleh dicabut kembali atau tidak, berhubungan sang anak telah dirugikan, hanya dapat dipertimbangkan berlakunya dua macam hukum: hukum Jerman atau hukum Inggris. Hukum Belanda tidak turut dipersoalkan

Pasal 977 BW (N) karenanya tidak berlaku. Baik menurut hukum Jerman maupun hukum Inggris testamen sedemikian itu tidak dapat dicabut kembali. Karenanya pihak anak harus dimenangkan.

(c) Perubahan letaknya benda bergerak

A mempunyai hak atas benda bergerak yang terletak di negara X. Kemudian benda ini dibawa ke luar dan masuk ke negara Y. Apakah hak milik A masih tetap diakui.

(d) Penggantian bendera kapal

Jika kompleks fakta-fakta berubah, karena perubahan bendera kapal atau perubahan kewarganegaraan, maka menjadi persoalan apakah hak-hak atas kapal bersangkutan menjadi berubah pula atau tidak?
